. LEMBARAN DAERAH

. KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPA’I’EN TAPANULI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG I

- PERUBAHAN PERTA.MA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI

- Menimbang

DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TU'HAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH, L

‘bahwa .berdasarkan Pasal 7 ayét (2) huruf n dan

huruf u Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan .

'«antara Pemenntah Pemerintah: Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota' ditegaskan =

‘bahwa | urusan ' Pemcnntahan * Daerah

. Kabupaten/ Kota mengatur dan mengurus Lrusan
. Pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembaglan

~ urusan ‘Pemerintahan yang men_]adl kew enangannya

adalah  urusan  Pemerintahan- Yang wajib

diselenggarakan  oleh Pernermtah Daerah

: kabupatén/ Kota berkaitan dengan pelayan_an dasar;

bahwa. berdasarkan Pasal 22 ‘ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah fne_negaskan bahwa
penyusunan Organisasi  Perangkat Daerah
berdasarkan . pértimbangan_' ~adanya urusan
pemerintahan yang iaérlu di_tar'lgani;' )

Abr_:\hwa dalam ra'rigka'penyerasian dan rasionalisasi

pé.nyelehggaraan urusan Pemerintahan guna




Mengingat ‘
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'_penataéﬁ ' kélembagaan Organisasi Perangkat
Daerah, maka dirasa perlu untuk melakukan
-perubahan ‘pertama atas ~ Peraturan Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 tahun 2007
tentang Orgamsas1 dan Tata Kexja Lembaga Teknis

" Darah Kabupaten Tapanuli Tengah;

bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b dan huruf ¢ diatas, dipandang perlu

meninjau kembali dengan melakukan perubahan

| pertama afa_s Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli

Tengah meor 27 Tahun 20(57 Tentang Organisasi
dan Tata. Kerja Lembaga Tekms Daerah Kabupaten
Tapanuh Tengah yang penetapannya dengan

Pc_:raturan Daerah.

Undazig"—r Undang ‘Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang =

Pembentukan "D.aérah Otonom  Kabupaten-
Kabupaten dalam’ Lingkunéan Daerah - Propinsi
S'uzriateré. Utara .(Lembaran" Negara Rebublik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lémbarah Negara. Republik Iﬁd?nesia Nomor 1092);

. Undang - ‘Undang Nomor 43 ;Tahun 1999 tentang

Perubahan atas Undang- undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaxan (Lembaran

‘ Negara Republik. Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, '

Tambahan Lembaran Negara Nomior 3890);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak ‘(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lgfnbafan Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

.- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Négara' Republik

Indonesia . Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
. Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 4286),
. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Pérbendaharasan Negara (Lembaran Negara Republik

Indones1a Nornor 4355),
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Undang—Undang' _Nofnor~ 32 Tahun 2004 »tentaﬁg
P_e'r_neririfah " Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia I-Tahun 2004 .Nom'ér 125, Té\mbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana ‘telah diubah . beberapa kali dan
terakhir deﬁgan- Undahg-Undang Nomor 12 Tahun

- 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang' Nomor 32 Tahun 2004 'tentang
Pemierintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

"In.donesm Tahun ..2008 Nomor 59, _Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

' Undang-Undang Nomor 33 ‘Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

. dan pétheriptah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesm. Tahun 2004 Nomor 126 Tambaha.n

'_ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 ten.tang

Pembe'ntuk'an" . quaturgn ‘Perundang-undangan
(Lembai'an Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Ncgara Republik

.Indone81a Nomor 5234),

Peratura.n ‘Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000
tentang Pengelolaan Pert_anggundwaban Keuangan
dalam Pelaksanaan Dekoéentrasi, dan Tugas

Pembantuan (Lémbaran Negara Republik Indonesia :

Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran

N egara Repubhk Indoncs1a Nomor 4023),

Peraturan Pemenntah Nomor 39 Tahun 2001

tentang Penyelenggaraan_ Dckosentra81 (Lembaran

~ Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62,
. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor .4095); _

11

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001
tentang .Penyelengg‘araan Tugas . Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indone31a Tahun 2001
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4106);
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12. Peraturan Penierintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran
Negara Républik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

/ Tambahan Lembaran Negara Republik- Indones1a
Nomor 4578);

13. Peraturan. Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

" : tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm |
Nomor 4593), : _ Lo

14, Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian - Urusan Pemenntahan antara

‘ Pemermtah Pemenntah Daerah Provinsi, dan

Pemermtah Daerah Kabupaten/Kota . (Lembaran
Negeua Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indones1a

, Nomor 4737)

15. Peraturan Pemermtah Nomor 41 Tahun 2007

. tentang Organisasi Perangk._at Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm,
~ Nomor 4741); ' '

16 Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang

~ Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah -

Kabupaten Tapanuh Tengah Tengah (Lernba_tan' '-
Daera.h Kabupaten Tapanuh Tengah Tahun 2007
Nomor 27 Sen D);

17. Peraturan Daerah Nomor 12 ‘Tahun 2008 tentang

Urusan. Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran -

Daerah'Kabupafen Tapanuli Tengah Nomor 25 Seri



. - 5~- *
Dengan Péisetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
| TAPANULI TENGAH |

BUPATI TAPANULI TENGAH _ -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN ' DAERAH TENTANG PERUBAHAN
. : 'PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH NOMOR 27 TAHUN - 2007
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH = -

e Pasall
Bebérapa ketentuan dalam. Peratﬁran' Daerah Kabupatén Tapanuli Tengah |
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Organisasi dan ‘Tata Kerja Lembaga Tekms
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dlubah menjad1
1. Ketentuan Pasal 2 angka 4 diubah sehmgga berbuny1 menJadl

-

’f Pasal 2 |
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pérempuan.'

2. Ketentuan Baglan Keempat Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
- diubah schmgga berbuny1 menjadl

: P‘asa..lllo
(1)' Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 'P¢r¢mpuan adalah unsur
: pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala

'Badan yang berada dibawah dan ‘bertanggung jawab kepada Bupati
~ melalui Sekretans Daerah

(2) Badan ‘Pemberdayaan Masyarakat ADesa dan 'Per_empuan mempunyai
| tugas Iﬁenyelenggarakan . p‘enyuéunan dan | pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat _spesiﬁk dibidang ketatéusahdan/admiriistras"i_
Usaha Ekonomi.Masyarakat, Teknologi Tepat Guna, Kelembagaan dan
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Pengembangan  Sosial - Budaya, ' Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak sebagian . kewenangan. -Daerah dibidang
penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan

Perhndungan Anak da.n Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan serta
Kelompok Jabatan Fungsional. ' '

(3)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- Badan Pemberdayaan  Masyarakat Desa  dan Perempuan
menyelenggarakan fungs1
a. Perumusan kebijakan tekms d1b1dang Pemberdayaan Masyarakat,

Desa dan Perempuan; o .
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemenntahan Daerah
dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan ;
c. Pembinaan . dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan
 Masyarakat Desa dan Perempuan; o ,
'd. Pelaksanaan tugas lain yang dlbenkan oleh Bupat1 sesuai dengan .
~ bidang tugas dan ,_fungsmya_l '

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) da.n ayat (3) d1ubah sehingga

berbuny1 mcn_]ad1

‘Ix’aisal 11

(1) Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan
- terdiri dari : '
a. Badan

b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan,
3. Sub Bagian Program _
c. Bidang Usaha Ekonom1 Masyarakat dan Teknolog1 Tepat Guna
terdiri dari : : .
1. Subbidang Usaha Ekonomi .Masyaraké.t; .
2.  Subbidang Téknologi Teﬁat Guna. = ,
d. Bidang Kelembagdan dan Pengembangan Sosial Budaya terdiri dari:
1. Subbidang Peﬁguata_f; Kelembagaan; - -
2. Subbidang Pengehubangan Sosial Budaya.
e. Bidang Pemberdayaan Pérémpua.n dan Perlindungan anak terdiri
- dari: | o | |
1. Subbidang Pembérday‘aan‘ Perempuan;




2. Subbidang Perlindungan Anak.
f. Unit Pelaksana Teknis. = '
g. Kelompok Jabatan Fungswnal | . _ o |
(2) Bagan Organisasi - Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
' - Perempuan sebagalmana pada lamp1ran dan bagian yang tidak

terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Dengan dilakukan perubahan ketentuan pada BAB II Pasal 2 angka 4, BAB
III Bagian keempat Pasal 10 ayat (1), (2) dan Ayat (3) huruf a,b, dan huruf c,
pasal 11 ayat (1), huruf a,b,c,d,e,.f dar ayat (2) serfa '_Pasal 19 ayét { i_) dan
lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Teh_gah Nomor 27 tahiun
2007 tentang Organisasi dan Tafa Kezja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah, maka Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(-\; / dan Perempuan sebageumana pada Bab Bagian, Pasal, ayat, angka, huruf
dan maka Bagan Organ1sas1 yang bcrlaku sebagaimana pada lampiran IV
setelah dilakukan perubahan dan ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

" Pasai I
Peraturan Daerah ini mu1a1 berlaku pada tanggal d1undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahulnya memermtahkan pengundangan

" Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuh Tengah

: D"itetapkain di Pandan
pada tanggal 23 Januari 2013

O

BUPATI TAPANULI TENGAH
ttd

' RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan
~ pada tanggal 23 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS 'AERAH-K}:BATEN

P

HENDRI SUSANTO LUM TOBING :
LEMBARAN DAERAH K.AB ATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 20 13 NOMOR 1 SERI D

L
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BAGAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

LAMPIRAN

O

: PERATURANV DAERAH KABUPATEN TAPANUL) TENGAH
PEREMPUAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 23 Janvari 2013
BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN —
FUNGSIONAL l N
SUB BAGIAN SUB BAGIAN - SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN PROGRAM
1 |
BIDANG BIDANG BIDANG
USAHA EKONOMI - KELEMBAGAAN DAN - PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SOSIAL - PEREMPUAN DAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA 'BUDAYA PERLINDUNGAN ANAK
.. - - I . ’ I : . . I

~ SUBBIDANG USAHA SUBBIDANG SUBBIDANG

. EKONOMI - PENGUATAN L PEMBERDAYAAN
1 —1 - MASYARAKAT — - KELEMBAGAAN PEREMPUAN
SU_Bglé)ANG SUBBIDANGPENGEMB CUBBIDANG

TEKNOLOGI TEPAAT
GUNA ] AN%Q,%??:'AL —| PERLINDUNGAN ANAK

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 23 Jan
PIt. SEKRETARIS D.

ari 2013 . a
RAH KABUPMEN

HENDRI SUSANTO LUM
LEMBARAN DAERAH KABL

TOBING

EN TAPANUL|I TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI D

BUPATI TAPANULI TENGAH

RAJA BONARAN SITUMEANG

ttd




